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ABSTRAK

Nurul Al Fatdri, 1301942 Implementasi Perda Kota Padang No. 3 Tahun
2015 Dalam Pengurangan Resiko Bencana Untuk Penyandang Disabilitas Di
Kota Padang. Sktipsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas
Negeri Padang, 2019

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya sarana dan prasarana untuk
penyandang disabilitas, sehingga BPBD kota Padang terkendala dalam
pengurangan bencana bagi penyandang disabilitas, kurangnya Sosialisasi
pemerintah terkait disabilitas. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk
mengetahui pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas oleh BPBD
di Kota Padang, 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengurangan
resiko bencana bagi penyandang disabilitas di Kota Padang, dan 3) Untuk
mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi kendala pengurangan resiko
bencana bagi penyandang disabilitas di Kota Padang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif metode deskriptif. Pemilihan
informan adalah dengan menggunakan purposive sampling, adapun yang menjadi
informan dalam penelitian ini adalah: yaitu kepala dinas BPBD Kota Padang,
dinas sosial, Kepala seksi rehabilitas sosial penyandang disabilitas, Kabid
Pencegahan Bencana dan penyandang disabilitas, dan kelompok disabilitas. Jenis
sumber penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data terkumpul
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data dalam
penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil pemnelitian yang diperoleh adalah: 1) Pelaksanaan Pengurangan
Resiko Bencana Untuk Penyandang Disabilitas Oleh Dinas BPBD Di Kota
Padang adalah melakukan para bencana dengan dua metode yaitu pencegahan
secara teknis, dan pencegahan non-teknis. 2) Kendala Yang Dihadapi Dalam
Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana Untuk Penyandang Disabilitas adalah,
a) sarana dan prasaran khusus disabilitas tidak ada, b) belaum ada pelatihan
khusus oleh BPBD Kota Padang terkait pelaksanaan pengurangan resiko bagi
penyandnag disabilitas, c) kurangnya sosialisasi terkait pendataan disabilitas, dan
3) Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kendala Pengurangan Resiko Bencana
Bagi Penyandang Disabilitas adalah a) menyediakan sarana dan prasaran khusus
disabilitas, b) melakulan pelatihan khusus oleh BPBD Kota Padang terkait
pelaksanaan pengurangan resiko bagi penyandnag disabilitas, c¢) melakukan
sosialisasi terkait pendataan disabilitas.

Kata Kunci: Implementasi, Bencana, dan Disabilitas.



KATA PENGANTAR
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan
yang memiliki keindahan alam dan Negara di Asia Tenggara yang dilintasi
garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia,
serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara
kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Negara Indonesia
terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng benua Asia,
lempeng benua Australia, lempeng samudra Hindia, dan lempeng samudra
Pasifik yang memiliki potensi bencana. Pada bagian selatan dan timur
Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari pulau Sumatera -
Jawa - Nusa tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik
tua dan daratan rendah yang sebagian di dominasi oleh rawa-rawa. Kondisi
tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung
berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.

Menurut UU No.24 Tahun 2007, Penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang
beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat,
rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun tujuan dari penanggulangan bencana

mnurut UU No.24 tahun 2007 adalah:



a. Mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa
yang dialami oleh perorangan, masyarakat negara.

b. Mengurangi penderitaan korban bencana

Mempercepat pemulihan

d. Memberikan perlindunagan kepada pengungsi atau masyarakat yang
kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam.

o

Bencana alam adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa luar biasa
yang disebabkan oleh alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor) sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak
psikologis. Pada umumnya bencana alam terjadi karena adanya perubahan pada
alam, baik secara perlahan maupun secara ekstrim. Namun, beberapa peristiwa
bencana alam terjadi karena ada faktor campur tangan manusia, misalnya
penebangan pohon di hutan yang mengakibatkan tanah longsor.

Persoalan pada tatanan implementasi pun sama terjadi, bahkan menjadi
lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan
kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-
masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga
walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami
hambatan dalam implementasi. Berbagai kesulitan atau hambatan. Pelaksanaan
kebijakan yang sama pun ditemukan dalam merealisasikan hak-hak. Hak asasi
bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar.
Pelanggaran terjadi karena Penyandang Disabilitas tidak dianggap sebagai bagian
dari warga Negara.

Wulandari (2017: 24) menjelaskan bahwa untuk penyandang disabilitas

adalah kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 15 persen dari jumlah



penduduk dunia adalah penyandang disabilitas yang berarti setara dengan lebih
dari satu miliar orang . Di Indonesia, PUSDATIN Kementerian sosial
menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2012 mencapai
11.580.117 penduduk. (badan pusat statistik (BPS kesehatan Rl ) Kota Padang
2018) juga menjelaskan di kota padang, jumlah penduduk penyandang disabilitas
mencapai 78.316 jiwa. Salah satu peristiwa yang mendorong angka penyandang
disabilitas di kota padang adalah gempa bumi yang melanda kota padang pada
tahun 2009 dan hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Dinas Sosial setempat
Pada peristiwa gempa bumi tahun 2009, permukiman di kota padang cenderung
tidak memiliki struktur yang tahan guncangan gempa dan dengan kualitas bahan
yang jelek .Kondisi ini menyebabkan masyarakat berisiko tertimpa runtuhan
bangunan dan mengalami luka hingga cacat.

Penyandang disabilitas rentan dalam situasi bencana akibat hambatan dan
kebutuhan yang dialaminya. Ragam kebutuhan penyandang disabilitas
diklasifikasikan mulai dari aspek fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
Beragamnya hambatan yang dialami tersebut menyebabkan penyandang
disabilitas kesulitan untuk mengakses dan menggunakan sumber daya yang
umumnya tersedia dalam penaggulangan bencana. (Santoso dkk, 2012: 2) juga
menjelaskan bahwa Penyandang disabilitas bertemu dengan tantangan yang unik
dalam setiap tahapan manajemen bencana, hal yang terlihat adalah gangguan fisik
saja namun yang sebenarnya terjadi adalah gangguan fisik, sosial, dan ekonomi.
Gangguan sosial terjadi ketika lingkungan sosial dari penyandang disabilitas tidak
bisa mengakomodasi keberadaanya dan gangguan ekonomi adalah permasalahan

kemiskinan yang seringkali sudah melekat pada dirinya..



Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), merilis
Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, menetapkan status tanggap darurat
bencana banjir, gempa, tanah longsor dan tsunami. Permasalahan tersebut harus
segera mendapatkan penyelesaian karena Indonesia telah meratifikiasi Convention
on the Right of Person With Dsability (CRPD) melalui UndangUndang 19 Tahun
2011. Ratifikasi ini kemudian mengharuskan adanya pengakuan hak-hak
penyandang disabilitas dalam setiap sektor salah satunya adalah manajemen
bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan
penanggulangan bencana menempatkan penyandang disabilitas sebagai salah satu
kelompok rentan. Partisipasi kelompok rentan sangat diperlukan untuk
membangun kapasitasnya dalam menghadapi bencana. (Purworini 2016:82)
menjelaskan bahwa Cara-cara penanggulangan bencana dan cara evakuasi diri
harus disosialisasikan kepada masyarakat khususnya para penyandang disabilitas
oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang terkait dengan bencana.
Penyampaian informasi secara tepat dapat membantu mereka dalam menyikapi
bencana yang sewaktu-waktu dapat melanda.

Penanggulangan resiko bencana untuk orang berkebutuhan khusus diatur
dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2015 Kota Padang tentang Penanggulangan
Resiko Bencana pada Pasal 120 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

”Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan

untuk menjamin penanganan penyandang disabilitas dalam situasi

pra bencana, ada potensi bencana, saat tanggap darurat, dan pasca

bencana, serta Setiap penyandang disabilitas dapat berpartisipasi

aktif dalam penanggulangan bencana Sehingga jelas dari amanat

Undang-Undang diatas, Pemerintah Daerah harus memenuhi hak

penanggulangan resiko bencana bagi semua orang tanpa ada
diskriminasi”.



Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang No 3 Tahun 2015 tentang
Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di kota padang Masyarakat kota
padang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam segala bentuk pemberian
bantuan, saran, kesempatan kepada Pemerintah kota selaku pelaksana teknis dan
Penyandang Disabilitas. Unsur lain yang mempunyai kewajiban dalam
pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang dalam segi bencana
seperti, gempa bumi, tsunami, banjir, dan kebakaran yakni Pemerintah pusat,
Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, lembaga-lembaga masyarakat,
perusahaan swasta dan kelompok-kelompok masyarakat, dalam bentuk kerjasama
dan kemitraan guna mencapai tujuan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas
di kota padang, salah satunya adalah Dinas Sosial Kota Padang. Namun, dalam
hal Pengurangan Resiko Bencana bagi penyandang disabilitas kurang adanya
Koordinasi antara Dinas Sosial dengan BPBD Kota Padang.

Penyandang disabilitas kerap disandingkan dengan kemiskinan,
pendidikan dan ekonomi dikarenakan keterbatasan fisik dan kemampuan yang
menjadikan  potensi  terhadap penyandang disabilitas tidak mampu
diaktualisasikan. Maka pemerintah dalam artian Pemerintah kota Padang wajib
untuk memperhatikan penyandang disabilitas yang tergolong kelompok yang
sangat rentan diantara kelompok rentan yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat data penyandang di sababiltas Kota Padang di bawah ini:



Tabel. 1
Data Penyandang Di Sabilitas Kota Padang
Jenis disabiltas Jumlah
Tidak melihat 15.116
Tidak mendengar 12.250
Tidak berjalan 18.933
Tidak mengingat 16.936
Mengurung diri 15.291
Jumlah 78.316 jiwa

Sumber: Pusat Data Dan Informasi Kementrian Kesehatan Rl 2018.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa penyandang
disabilitas kota Padng pada tahun 2018 dilihat dari segi jenis disabiltas sangat
memprihatinkan dari segi jumlah, dari jenis penyandang disabilitas kota Padang
mulai dari tidak melihat, tidak mendengar, tidak berjalan, tidak mengingat, dan
mengurung diri berjumlag 78.316 jiwa.

Berbicara mengenai disabilitas di Kota Padang sangan menarik untuk
dibahas. Kota Padang sebgai provinsi sumatera barat. Masyarakat Kota Padang
dituntut untuk ramah dalam segala aksesnya tak terkecuali para diusabilitas.
Dimana hal ni masih perlu ada perhatian dari beberapa pihak untuk turut andil
dalam upaya permasalahan yang dihadapi oleh kaum disabilitas yang bisa di
katakan cukup banyak dan memprihatinkan. Sehingga diharapakan bukan hanya
masyarakat normal yang merasakan, akan tetapi seluruh masyarakat di kota
Padang tanpa terkecuali disabilitas.

Sarana dan prasarana untuk pengurangan resiko bencana saat ini masih
banyak ditujukan untuk orang-orang normal saja. Sedangkan untuk penyandang
disabilitas belum mendapatkan perhatian yang baik. Misalnya tidak tersedianya

trotoar khusus bagi penyandang disabilitas, tangga penyeberangan dan halte yang



memudahkan aktivitas sehingga hal ini menyulitkan bagi penyandang disabilitas
dalam beraktifitas, maupun untuk menyelematkan diri dari bencana.

Sebagai warga Negara penyandang disabilitas Kurang mendapatkan
informasi akan adanya bencana bagi penyandang disabilitas. Agar penyandang
disabilitas dapat hidup mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua
aspek kehidupan, sama seperti warga lainnya, pemerintah wajib mengambil
langkah yang tepat untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas seperti
informasi dan komunikasi. Dalam hal ini informasi dan komunikasi yang mudah
di akses belum merata, karena keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang
disabilitas dan kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan kemudahan
akses informasi dan komunikasi.

Bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam
kondisi rentan, terbelakang, dan atau miskin disebabkan masih adanya
pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak
penyandang disabilitas, sehingga dalam pengurangan resiko bencana bagi
penyandang disabilitas, di hiraukan tanpa menyamakan hak statusnya sebagai
warga Negara. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan Sosialisasi
pemerintah. Akan tetapi pemerintah pada saat ini kurang melek terhadap
penyandang disabilitas, karena dalam hal ini Pemerintah Daerah seperti BPBD
Kota Padang masih belum melakukan sosialisasi terkait pengurangan resiko
bencana sepenuhnya. dengan demikian sangat perlu bagi pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah untuk bersosialisasi langsung sehingga akan lebih tahu
apa permasalahan di lapangan mengenai disabilitas, dan mencari solusi sehingga

pengurangan resiko bencana bagi penyandang bisa terlaksana dengan baik.



Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pengurangan resiko
bencana sudah menjadi kewajiban warga Negara republic Indonesia untuk
menjamin Kkelangsungan hidup setiap warga Negara tanpa terkecuali bagi
penyandang disabilitas, dimana penyandang disabilitas sebagai warga Negara
Indonesia punya kedudukan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) yang sama
untuk maju dan berkembang secara adil dan makmur dan mendapatkan fasilitas
yang layak tanpa terkecuali. Namun sarana dan prasarana khusus untuk
penyandang disabilitas masih belum ada, belum meratanya informasi yang
aksesibel bagi penyandang disabilitas, serta kurangnya edukasi tanggap bencana
untuk penyandang disabilitas sehingga hal ini pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas masih belum terpenuhi.

Setiap penyandang disabilitas kerap disebut kurang pengetahuan kerana
penyandang disabilitas dalam penaggulangan resiko bencana harus diberikan
edukasi semaksimal mungkin oleh pemerintah maupun masyarakat. Supaya
penyandang disabilitas bisa cepat tanggap terhadap bencana yang terjadi dan bisa
menyelamatkan diri disaat bencana terjadi. Dengan demikian pengetahuan
disabilitas harus diperhatikan oleh pemerintah dengan membekali pemahaman
mengenai cepat tanggap terhadap bencana yang akan datang.

Berdasarkan dari beberapa penelitian relevan sebelumnya yang telah
penulis baca, maka untuk implemntasi kebijakan mengenai penanggulangan
resiko penyandang disabuiltas di kota Padang belum pernah dilakukan peneitian,
hanya di lakukan di luar kota Padang saja. Penelitian yang di lakukan Riska

Woulandari (2017) menemukan Kesiapan bencana pemerintah daerah dalam



penanganan penyandang disabilitas adalah dengan Mengintegrasikan prioritasi
dan pembukaan kesempatan partisipasi bagi penyandang disabilitas kedalam
setiap kegiatan, dan Dwi Santoso, dkk (2012) menemukan dimulai dengan
bersaingnya permasalahan ini dengan permasalahan lainnya untuk mendapatkan
prioritas pemerintah dan diakhiri dengan kesedian DPRD Kabupaten Klaten untuk
merekomendasikan  kebijakan-kebijakan ~ untuk mengatasi  permasalahan
penyandang disabilitas dalam manajemen bencana.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 27 Mei
2019 dengan Kasi Pencegahan BPBD Kota Padang Ibuk Rita Sumarni yang

menjelaskan bahwa:

“Dalam hal ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
minta masyarakat tidak takut dan panik, namun harus meningkatkan
kewaspadaan. BPBD, terus melakukan koordinasi dengan pemerintah
daerah terkait mitigasi bencana. Dalam segi implementasi khususnya
pembangunan sudah dilaksanakan untuk para penyandnag disabiltas
yaitu membangun jalan di pusat perbelanjaan yaitu di jalan Perindo,
dan drumah sakit. Kendala yang kami rasakan pada saat ini adalah
sarana dan parasaran kurang memadai apabila terjadi gempa atau
tsunami untuk mengavakuasi para penjang disabilitas seperti alat
untuk member beton tidak ada dan lain-lain. la berharap, masyarakat
dapat memahami mitigasi sehingga ketika terjadi bencana bisa
meminimalisir dampaknya. "Kami terus melakukan koordinasi dan
sosialisasi. Salah satu upaya yaitu meningkatkan mitigasi bencana.
Ancaman bencana bisa diminimalisir jika kita memahaminya”.

Upaya memperjuangkan kebijakan penyandang disabilitas bukanlah upaya
yang singkat. Upaya ini bermula setelah Gempa 30 September 2009 di Kota
Padang yang menyebabkan meningkatnya jumlah penyandang disabilitas di Kota
Padang. Hal tersebut kemudian menghasilkan Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang

Disabilitas. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan beberapa dari
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relevansi sebelum maka sangat perlu dan penting dilakukan penelitian karena
belum pernah dilakukan di Kota Padang.

Maka, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perda
Kota Padang No. 3 Tahun 2015 Dalam Pengurangan Resiko Bencana untuk
Penyandang Disabilitas Di Kota Padang”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pengurangan resiko bencana
bagi penyandang disabilitas.

2. Kurangnya informasi yang aksesibel akan adanya bencana bagi penyandang
disabilitas.

3. Terdapatnya kendala bagi BPBD kota Padang dalam pengurangan bencana
bagi penyandang disabilitas.

4. Kurangnya Sosialisasi pemerintah dalam pengurangan resiko bencana bagi
disabilitas.

5. Belum terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam pengurangan
bencana.

6. Kurangnya pengetahuan penyandang disabilitas dalam penaggulangan

bencana.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan Mengingat keterbatasan

kemampuan penulis bahkan luasnya aspek yang diteliti dan agar penelitian ini
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lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada Implementasi Perda Kota Padang

No. 3 Tahun 2015 Dalam pengurangan Resiko Bencana untuk Penyandang

Disabilitas Di Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka untuk menjadi rymusan

masalah dalam penelitian ini adalah

1.

Bagaimana pelaksanaan pengurangan resiko bencana untuk penyandang
disabilitas oleh dinas BPBD di Kota Padang?
Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengurangan resiko bencana
untuk penyandang disabilitas di Kota Padang?
Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kendala pengurangan resiko

bencana bagi penyandang disabilitas di Kota Padang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan

penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas
oleh BPBD di Kota Padang.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengurangan resiko bencana
bagi penyandang disabilitas di Kota Padang.

Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi kendala pengurangan

resiko bencana bagi penyandang disabilitas di Kota Padang.
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F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menerapkan teori dan

konsep ilmu sosial terutama yang berkaitan dengan mata kuliah ilmu

administrasi negara seperti, mata kuliah Pelayanan Publik dan Kebijakan

Publik.

2. Manfaat Praktik

a. Instansi Terkait
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan
penanggulangan resiko bencana untuk penyandang disabilitas di Kota
Padang.

b. Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan informasi
bagi masyarakat terutama keluarga para penyandang disabilitas
sehingga mengetahui bagaimana pelaksanaan penanggulangan resiko
bencan sesuai peraturan pemerintah di Kota Padang.

c. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk
mengembangkan wawasan penulis dan untuk memenuhi persyaratan
guna meraih gelar Sarjana Administration Public pada Jurusan IImu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.



